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PENDAHULUAN

Republik Indonesia, yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah ratusan tahun
terjajah, telah menghadapi berbagai tantangan dalam memperjuangkan kesejahteraan bagi
seluruh warganya. Percepatan pembangunan dalam segala bidang telah menjadi fokus utama
pemerintah, dengan konsentrasi yang kuat pada kebijakan-kebijakan yang mendukung
pemberantasan kemiskinan, perlindungan sosial, dan distribusi kekayaan yang adil. Namun,
seringkali implementasi kebijakan ini tidak selalu sesuai dengan harapan, bahkan dapat
merugikan rakyat sendiri (Ade Harsa Suryanegara, 2019). Oleh karena itu, penting untuk
mengidentifikasi pola hubungan yang mendasari kegagalan tersebut dan mencari solusi yang
dapat mengarah pada pencapaian tujuan bernegara yang optimal.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam upaya mencapai kesejahteraan yang
berkelanjutan adalah ketidakseimbangan antara kebijakan yang diambil dan kebutuhan riil
masyarakat. Terlalu sering, kebijakan yang dirancang tanpa mempertimbangkan situasi lokal
dan kebutuhan masyarakat dapat berdampak negatif pada efektivitasnya. Sebagai contoh,
dalam wupaya memperbaiki infrastruktur di daerah pedesaan, pemerintah mungkin
mengalokasikan dana besar untuk proyek-proyek besar tanpa memperhitungkan kondisi riil
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masyarakat setempat. Akibatnya, proyek-proyek tersebut mungkin tidak memberikan manfaat
yang signifikan bagi penduduk setempat, sementara biaya dan sumber daya yang terbuang
sangat besar.

Kebijakan yang tidak memperhitungkan faktor-faktor eksternal seperti perubahan iklim,
kemajuan teknologi, dan dinamika ekonomi global juga dapat mengarah pada kerugian yang
signifikan bagi masyarakat. Sebagai contoh, kebijakan pembangunan energi yang berbasis
pada sumber daya fosil mungkin terlihat menguntungkan dalam jangka pendek, namun dapat
memiliki dampak negatif yang besar pada lingkungan dan kesehatan masyarakat dalam jangka
panjang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi pendekatan yang
berkelanjutan dalam merancang kebijakan, dengan mempertimbangkan dampak jangka
panjang dari setiap tindakan yang diambil.

Peran serta masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan juga merupakan faktor
penting yang sering diabaikan (Ronald Parlindungan, 2019). Terlalu sering, kebijakan-
kebijakan tersebut dirancang tanpa keterlibatan langsung dari masyarakat yang akan
terpengaruh olehnya. Akibatnya, kebijakan-kebijakan tersebut mungkin tidak memenunhi
kebutuhan dan harapan masyarakat, dan bahkan dapat menimbulkan ketidakpuasan dan
resistensi. Penting bagi pemerintah untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat
terutama anak muda dalam proses pembuatan kebijakan, dengan mengadakan konsultasi
publik, mendengarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, dan membangun
kemitraan yang kuat dengan sektor swasta dan lembaga masyarakat sipil (Fa’aza Siva’a F.R.,
dkk, 2024).

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik juga merupakan
faktor kunci dalam memastikan keberhasilan kebijakan pembangunan. Terlalu sering, korupsi
dan nepotisme menghambat efisiensi dan efektivitas dari program-program pembangunan,
dengan menyebabkan alokasi yang tidak adil dari sumber daya publik dan menimbulkan
kerugian yang besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk
mengadopsi praktik-praktik tata kelola yang baik, dengan meningkatkan transparansi dalam
pengambilan keputusan, menguatkan mekanisme pengawasan dan pemeriksaan, dan
menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran etika dan integritas.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi
pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam merancang kebijakan pembangunan. Hal ini
melibatkan tidak hanya aspek-aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga lingkungan dan budaya,
serta memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat. Dengan
melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan sumber daya publik, dan mengadopsi pendekatan yang berkelanjutan dalam
merancang kebijakan, pemerintah dapat menciptakan kondisi yang mendukung bagi
tercapainya kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh warganya, dengan demikian,
melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Republik
Indonesia dapat mencapai tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan
berkelanjutan. Dengan memahami tantangan yang dihadapi dan mengadopsi pendekatan yang
tepat, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam upaya memperjuangkan
kesejahteraan bagi semua.:
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METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam
penelitian hukum. Dalam metode ini, peneliti mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas
hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian (Yati
Nurhayati, dkk, 2021). Pendekatan ini sering disebut sebagai library research karena
melibatkan analisis mendalam terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan
dokumen lain yang relevan dengan penelitian tersebut. Metode penelitian normatif lebih fokus
pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Analisis data dalam konteks
penelitian hukum normatif bertujuan untuk memahami karakteristik data dan digunakan
sebagai dasar solusi permasalahan hukum.

HASIL DAN DISKUSI

Negara Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 mempunyai penduduk
Indonesia 270.203.917 juta jiwa. Persebaran penduduk menurut jenis kelamin adalah 136,7
juta laki-laki dan 133,5 juta perempuan. Proyeksi terbaru menunjukkan bahwa pada tahun
2023, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 277, 5 juta jiwa (Badan Pusar
Statistik, Jumlah dan Distribusi Penduduk, 2020), dengan penduduk yang besar tentu ada
keinginan founding fathers mendirikan negara untuk kesejahteraan. Jika dilihat dari teori-teori
tentang asal-usul negara memberikan berbagai perspektif tentang bagaimana negara terbentuk
dan berkembang. Ada banyak teori tentang terbentuknya sebuah negara. Pertama teori
ketuhanan (Teokrasi) (Riyanto, 2024) yang dianut di negara-negara dengan sistem teokrasi,
mendasarkan asal-usul negara pada kehendak Tuhan. Teori ini memiliki implikasi signifikan
terhadap peran negara dalam kehidupan masyarakat. Negara tidak hanya mengatur urusan
duniawi, tetapi juga memiliki otoritas dalam urusan keagamaan dan moral. Kepatuhan
terhadap penguasa dianggap sebagai bentuk kepatuhan terhadap Tuhan. Kedua, Teori
Kekuatan atau Kekuasaan (Igbal Muhammad Rodli, 2021) yang intinya berfokus pada peran
kekuatan dalam pembentukan negara. Menurut teori ini, negara terbentuk melalu proses
penaklukan dan dominasi. Kelompok yang lebih kuat menaklukkan kelompok yang lebih
lemah, dan kemudian mendirikan negara untuk memerintah mereka. Contohnya, kekaisaran
Romawi yang didirikan melalui penaklukan militer di seluruh Eropa dan Mediterania.

Ketiga, Teori Perjanjian Masyarakat (Kontrak Sosial) (Zikriani Alrah, 2019)
dipopulerkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke, memandang negara sebagai hasil dari
kesepakatan atau perjanjian antar individu dalam masyarakat. Individu-individu ini, yang
hidup dalam keadaan alamiah yang penuh dengan bahaya dan ketidakpastian, sepakat untuk
menyerahkan sebagian haknya kepada suatu lembaga atau penguasa untuk menciptakan
ketertiban dan keamanan.

Keempat, teori hukum alam (Khoirur Rizal Lutfi, 2014) dikemukakan oleh Hugo Grotius
dan Samuel Pufendorf, menyatakan bahwa negara bukanlah hasil dari pembuatan manusia
atau suatu perjanjian, melainkan timbul secara alamiah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum
alam yang berlaku universal dan tidak berubah. Hukum alam ini mengatur hubungan antar
individu dan masyarakat, dan negara dibentuk untuk menegakkan hukum tersebut. Teori ini
menekankan pentingnya keadilan dan moralitas dalam pembentukan negara. Negara tidak
hanya memiliki kekuasaan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum alam
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dan melindungi hak-hak individu. Hal ini berimplikasi pada konsep supremasi hukum dan hak
asasi manusia, di mana hukum harus adil dan berlandaskan moralitas, serta hak-hak individu
harus dihormati dan dilindungi.

Kelima, teori evolusi (Baharuddin, 2015) dikemukakan oleh Herbert Spencer,
memandang negara sebagai hasil dari proses evolusi sosial dan budaya. Masyarakat yang
awalnya hidup dalam kelompok kecil dan nomaden secara perlahan berkembang menjadi
masyarakat yang lebih kompleks dan menetap. Kebutuhan akan organisasi dan aturan yang
lebih kompleks kemudian melahirkan konsep negara. Teori ini menekankan peran perubahan
sosial dan budaya dalam pembentukan negara. Negara bukan entitas statis, melainkan terus
berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang berubah. Hal ini berimplikasi
pada konsep negara modern, yang harus responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan
masyarakat yang semakin kompleks.

Masing-masing teori memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, dan tidak ada satu
teori yang dapat menjelaskan secara lengkap asal-usul negara di semua konteks. Memahami
berbagai teori ini penting untuk memahami kompleksitas negara dan peran pentingnya dalam
masyarakat. Lebih teknis syarat berdirinya sebuah negara harus memenuhi beberapa faktor
yaitu berdasarkan Konvensi Montevideo 1933 (Saafroedin Bahar, 2007) yaitu penduduk yang
tetap (Populasi). Wilayah tersebut harus memiliki penduduk yang menetap dan terikat pada
wilayah tersebut. Penduduk ini tidak harus berasal dari satu suku bangsa atau etnis, tetapi
mereka harus memiliki identitas bersama sebagai rakyat negara tersebut. Wilayah yang Jelas
(Teritorial). Negara harus memiliki batas wilayah yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Batas
wilayah ini dapat berupa daratan, lautan, atau kombinasi keduanya.Wilayah harus dapat
dibedakan dengan jelas dari wilayah negara lain.

Pemerintahan yang berdaulat negara harus memiliki pemerintahan yang berdaulat dan
mampu menjalankan fungsinya secara efektif (Mestita Mongilala, 2019). Pemerintahan ini
harus memiliki kewenangan untuk membuat dan menegakkan hukum, menjaga keamanan, dan
menjalin hubungan dengan negara lain. Pemerintahan ini harus diakui dan diterima oleh
rakyatnya sendiri.

Kemampuan untuk Menjalin Hubungan Internasional. Negara harus memiliki
kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain dalam bidang politik, ekonomi,
sosial, dan budaya. Kemampuan ini menunjukkan bahwa negara tersebut diakui sebagai
anggota masyarakat internasional. Negara tersebut harus mampu mematuhi norma dan aturan
internasional.

Selain hal tersebut masih ada syarat tambahan yang harus dipenuhi pengakuan dari
negara lain (Elsa Libella, 2020). Tidak semua negara mensyaratkan ini, nhamun beberapa
negara hanya mengakui negara lain jika negara tersebut telah diakui oleh sejumlah negara lain.
Memenuhi prinsip-prinsip demokrasi dan HAM (Mikho Ardinata, 2020). Beberapa negara
hanya mengakui negara lain jika negara tersebut menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan
HAM, serta memiliki kemampuan ekonomi yang mandiri atau dengna kata lain tidak
bergantung pada bantuan negara lain.

Konsep kedaulatan telah menjadi perbincangan hangat sejak zaman dahulu,
mengundang para pemikir politik dan hukum untuk mendiskusikan asal-usul dan lokasinya.
Pertanyaan mendasar seperti dari mana kekuasaan tertinggi sebuah negara berasal? dan siapa
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yang berhak menentukan nasib bangsa? memicu munculnya berbagai teori kedaulatan yang
mewarnai sejarah perjalanan bangsa-bangsa. Dalam Teori Klasik dikenal ada teori kedaulatan
tuhan (Fauzan Ali Rasyid, 2014). Teori ini berakar pada keyakinan bahwa kedaulatan
merupakan hak mutlak Tuhan. Raja atau pemimpin hanyalah wakil Tuhan di bumi,
menjalankan kekuasaan atas nama Tuhan dan bertanggung jawab di hadapan-Nya. Contohnya
terlihat pada sistem kerajaan di Eropa abad pertengahan, di mana raja dianggap sebagai
"pemilih Tuhan™. Teori kedaulatan raja (Afifi, Modul IImu Negara), dipelopori oleh Thomas
Hobbes, teori ini menempatkan raja sebagai pemegang kedaulatan absolut. Raja memiliki hak
tak terbatas untuk mengatur rakyat dan negaranya, dan rakyat wajib tunduk tanpa syarat.
Pandangan ini mendasari sistem monarki absolut yang pernah diterapkan di berbagai belahan
dunia. Dan ada teori kedaulatan rakyat. Berlawanan dengan teori kedaulatan raja, teori ini
mengemukakan bahwa rakyatlah yang memiliki kedaulatan. Kekuasaan tertinggi berada di
tangan rakyat, dan mereka berhak menentukan bentuk pemerintahan dan pemimpinnya. Jean-
Jacques Rousseau menjadi salah satu tokoh penting dalam teori ini, dengan gagasannya
tentang "kehendak umum™ yang diwujudkan melalui kontrak sosial (Abdelwahab EI-Affendi,
2012). Demokrasi modern dengan sistem pemilihan umum menjadi contoh penerapan teori ini.

Evolusi pemikiran kedaulatan seiring perkembangan jaman dan bersifat lebih modern.
Dikenal ada teori kedaulatan negara. Teori ini memandang negara sebagai entitas yang
berdaulat (Sasmini, dkk, 2022). Negara memiliki kekuasaan sendiri yang terpisah dari rakyat
atau raja. Teori ini muncul untuk menegaskan independensi dan otonomi negara dalam
hubungan internasional, terutama setelah Perang Dunia | dan Il. Teori kedaulatan hukum.
Teori ini menekankan bahwa kedaulatan terletak pada hukum. Hukum menjadi sumber dan
pembatas kekuasaan, dan semua pihak, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum. Teori
ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Munculnya negara-negara konstitusional dan gerakan supremasi hukum menjadi bukti
penerapan teori ini.

Penerapan teori kedaulatan dalam suatu negara bergantung pada sistem pemerintahan
yang dianutnya contohnya monarki absolut dimana teori kedaulatan raja diterapkan, dengan
raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (Radis Bastian, 2015). Contohnya seperti Arab
Saudi dan Brunei Darussalam. Di Indonesia berlaku sistem demokrasi. Teori kedaulatan
rakyat dianut, dengan rakyat sebagai sumber kekuasaan melalui pemilihan umum. Contohnya
seperti Indonesia, empat tujuan negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar
1945.

Ada syarat pokok berdirinya suatu negara diantaranya tentang pemerintahan dan
penduduk yang tetap dan menjadi warga negaranya. Oleh karenanya haruslah dibuat hubungan
yang saling menguatkan. Namun akhir-akhir ini banyak sekali kejadian yang membuat
prihatin, banyak kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Listrik yang
naik terus menerus, bahan pokok yang melambung tinggi dan BBM yang naik tidak
terkendali. Belum lama kita dihebohkan Uanag Kuliah Tunggal yang naik bahkan sampai
500% (Tim Detikcom, 2024) dan juga tabungan perumahan rakyat (tapera). Harusnya
pemerintah memikirkan kesejahteraan rakyat, namun apa yang terjadi sebaliknya, semakin
lama kehidupan semakin sulit. Harusnya ada hubungan yang baik anatara pemerintah dan
rakyatnya.
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Sesungguhnya pengaturan terkait hak warga negara Indonesia sudah di atur dalam
konstitusi yaitu hukum dasar tertulis paling tinggi dalam tata urutan perundang-undangan
republik Indonesia dan juga dijabarkan dalam aturan-aturan lain. Sebagaimana kita ketahui
tata urutan perundang-undangan di Indonesia dimulai dari Undang-undang Dasar 1945,
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang atau peraturan pemerintah
pengganti undang-undang, peraturan presiden, peraturan, peraturan daerah propinsi dan
peraturan daerah kabupaten/kota.

Hak-hak warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 (UUD 1945). Dalam hal ini yang tertulis di dalam konstitusi harusnya ditaati
negara melalui pemegang kekuasaan. Sebagaimana kita ketahui kita menganut pembagian
kekuasaan (Refo Rivaldo F.P, 2023), dimana eksekutif, legislative, yudikatif tidak terpisah
secara tegas, berbeda dengan Tria Politika nya Montesque. Bentuk ketidaktegasan pemisahan
kekuasaan sehingga disebut pembagian kekuasaan tampak dalam pembuatan undang-undang.
Undang-undang dibuat oleh presiden Bersama-sama dengan dewan perwakilan rakyat.

Jika dilihat dari konstitusi nyata sudah bahwa rakyat mempunyai hak pekerjaan dan
penghidupan yang layak. Namun kondisi saat ini kehidupan rakyat sangat sulit. Berdasarkan
Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia
pada Februari 2024 sebesar 4,82% (Badan Pusat Statistik, 2024). Biaya hidup semakin tinggi.
Kenaikan bahan bakar minya yang naik berkali-kali. Begitu juga listrik. Sementara gaji atau
pendapatan tidak naik-naik. Hal tersebut memicu ketidaknyamanan rakyat, sehingga memicu
ketegangan antara rakyat dan pemerintahnya. Belum lagi korupsi yang merajalela, belum lama
ada kasus korupsi 271 trilyun urusan tambang timah (Sheril Dribisce Azis, 2024).

Belum lagi kondisi paska pilpres 2024, ketegangan sebenarnya terjadi tidak hanya antara
pemerintah dengan rakyatnya namun juga perseteruan horizontal yang tampaknya belum juga
usai pemilihan presiden dan wakil presiden lalu. Kontestasi yang diikuti 3 (tiga) Pada
Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga
pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan tersebut meliputi Anies Rasyid
Baswedan-Muhaimin Iskandar (01), Ganjar Pranowo-Mahfud MD (03), serta Prabowo
Subianto-Gibran Rakabuming Raka (02) . Kontroversi muncul terutama terkait terpilihnya
Gibran sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Meskipun Gibran tidak
memenuhi syarat pencalonan sebagai wakil presiden karena usianya belum mencapai 40
tahun, proses judicial review menghasilkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI1/2023 yang memicu
perdebatan lebih lanjut karena Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) paman Gibran, meloloskan
Gibran melalui putusan tersebut.

Pemilihan presiden dan wakil presiden dimenangkan pasangan calon 02. Pasangan 01
dan 03 kemudian mengajukan permohonan perselisihan pilpres. Meskipun dimenangkan 02
namun menimbulkan polemik dalam masyarakat karena putusan diwarnaai dissenting opinion,
yaitu 3 (tiga) hakim berbeda pendapat yang intinya mengakui danya kecurangan dalam pilpres
2024 terutama terkait bantuan sosial dan ketidaknetralan aparat dan pejabat. Jika terjadi dalam
waktu yang lama maka bisa menimbulkan instabilitas dalam masyarakat. Di luar itu ada issue
iuan tarea (tabungan perumahan rakyat) yang sempat diwajibkan. Tentu saja itu memicu
kontroversi dalam masyarakat karena situasi sedang sulit namun pemerintah terus saja
menarik iuran atau pajak. Bahkan diantara para petinggi negara saling silang pendapat.

[15]


https://www.kpu.go.id/berita/baca/12081/kpu-tetapkan-tiga-pasangan-calon-presiden-dan-wakil-presiden-pemilu-2024
https://www.kpu.go.id/berita/baca/12081/kpu-tetapkan-tiga-pasangan-calon-presiden-dan-wakil-presiden-pemilu-2024
https://www.kpu.go.id/berita/baca/12081/kpu-tetapkan-tiga-pasangan-calon-presiden-dan-wakil-presiden-pemilu-2024
https://www.kpu.go.id/berita/baca/12081/kpu-tetapkan-tiga-pasangan-calon-presiden-dan-wakil-presiden-pemilu-2024
https://www.kpu.go.id/berita/baca/12081/kpu-tetapkan-tiga-pasangan-calon-presiden-dan-wakil-presiden-pemilu-2024
https://www.kpu.go.id/berita/baca/12081/kpu-tetapkan-tiga-pasangan-calon-presiden-dan-wakil-presiden-pemilu-2024
https://www.kpu.go.id/berita/baca/12081/kpu-tetapkan-tiga-pasangan-calon-presiden-dan-wakil-presiden-pemilu-2024

Hubungan Pemerintah Dan Rakyat Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
Vol. 8 No. 1 (2024): 10-20

Harusnya pemerintah memberi rasa nyaman dalam masyarakat, bukan sebaliknya.
Membangun pola komunikasi yang sehat dan maju Bersama.

Hubungan ideal antara pemerintah dan rakyat suatu negara adalah hubungan yang saling
sinergis dan saling menguatkan. Dalam hubungan ini, pemerintah dan rakyat bekerja sama
untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kehidupan yang sejahtera dan adil bagi seluruh rakyat.
Karakteristik hubungan ideal harusnya saling percaya. Pemerintah dan rakyat saling percaya
satu sama lain. Rakyat percaya bahwa pemerintah akan bekerja untuk kepentingan mereka,
dan pemerintah percaya bahwa rakyat akan mendukung kebijakan dan program pemerintah
(Yudi Rusfiana dan Cahya Supriatna, 2021).

Pemerintah dan rakyat saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing.
Pemerintah menghargai hak-hak rakyat, seperti hak untuk berserikat dan menyatakan
pendapat, dan rakyat menghargai kewajiban mereka, seperti membayar pajak dan taat hukum,
namun bukan berarti rakyat dimanfaatkan terus di tengah penderitaan yang dialami.
Pemerintah dan rakyat berkomunikasi secara terbuka dan transparan. Pemerintah
menyampaikan informasi kepada rakyat tentang kebijakan dan programnya, dan rakyat
menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka kepada pemerintah. Pemerintah dan rakyat
berpartisipasi secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program.
Rakyat dilibatkan dalam konsultasi publik dan musyawarah, dan pemerintah mendengarkan
masukan dari rakyat. Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat atas Kkinerjanya.
Pemerintah harus memberikan laporan kepada rakyat tentang penggunaan anggaran dan hasil
pelaksanaan program.

Jika kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik dan hubungan dengan masyarakat bagus
artinya hubungan keduanya ideal. Tentu saja ini sangat bermanfaat karena kebijakan yang
dibuat dengan melibatkan rakyat akan lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi rakyat. Program
yang dilaksanakan dengan partisipasi rakyat akan lebih efektif dan mencapai tujuannya.
Hubungan yang baik antara pemerintah dan rakyat akan mendorong terciptanya stabilitas dan
pembangunan yang berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan
rakyat.

Harusnya pemerintah menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik agar terselenggara
kehidupan yang diharapkan. Menurut Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah prinsip-prinsip
fundamental yang dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
AUPB bertujuan untuk menjamin bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara
bersih, efisien, dan akuntabel.

Penerapan AUPB secara konsisten dan berkelanjutan akan membawa manfaat bagi
seluruh rakyat Indonesia. Manfaat tersebut antara lain meningkatkan kualitas pemerintahan
yang akan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan
akuntabel. Hal ini dapat dicapai dengan cara membuat dan menerapkan peraturan perundang-
undangan yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Contohnya, pemerintah harus
mensosialisasikan peraturan perundang-undangan baru kepada masyarakat melalui berbagai
media. Membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara tertib dan sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan. Contohnya, pemerintah harus melakukan studi kelayakan dan
analisis dampak lingkungan sebelum memulai proyek pembangunan.
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Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara ketat dan
konsisten. Contohnya, pemerintah harus membentuk lembaga pengawasan yang independen
dan memiliki kewenangan yang kuat, bukan malah sebaliknya, membonsai lembaga-lembaga
yang kompeten agar lemah dalam penegakkan hukum seperti undang-undang komisi
pemberantasan korupsi. Tnetu saja hal seperti itu justru mengurangi kepercayaan
masyarakat.Kepercayaan masyarakat harus selalu ditingkatkan, dengan cara disediakan
informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat, apapun bentuknya yang efektif.

Selain itu masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan dan
pelaksanaan program. Contohnya, pemerintah dapat mengadakan audiensi publik atau forum
diskusi dengan masyarakat untuk membahas berbagai isu penting. Selain itu laporan dan
pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Contohnya, pemerintah harus
menyediakan saluran pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan direspon dengan cepat,
bukan yang mengadu karena terjadi ketidakberesan malah bisa menjadi tersangka atu pihak
yang disalahkan.

Seharusnya pemerintahan berpihak pada rakyat dan mampu meningkatkan kesejahteraan
rakyat. Hal ini dapat dicapai dengan cara membuat kebijakan dan program yang berpihak pada
rakyat, bukan malah membebani banyak pajak dan iuran. Contohnya, pemerintah dapat
memberikan bantuan sosial harus tepat sasaran, bukan dengan maksud tertentu. Penegakkan
hukum secara adil dan tidak pandang bulu. Contohnya, pemerintah harus memberikan sanksi
tegas kepada pelaku korupsi dan penyalahgunaan wewenang, bukan malah menjadi bagian
yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintah harus melindungi hak-hak asasi
manusia (HAM). Contohnya, pemerintah harus memberikan jaminan kesehatan, jangan malah
menarik iuran BPJS yang semakin tidka terjangkau dan pendidikan yang layak bagi seluruh
rakyat bukan malah mengeluarkan aturan sehingga kampus menaikkan uang kuliah tunggal
sampai beratus-ratus persen. Intinya pemerintah harus mensejahterakan rakyat sebagai tujuan
utama, mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan yang
layak. Kebijakan yang mendukung pemberantasan kemiskinan, perlindungan sosial, dan
distribusi kekayaan yang adil harus menjadi fokus.

Pemerintah  harusnya  membuat  kebijakan  berdasar  riset yang  bisa
dipertanggungjawabkan sehingga tidak terkesan kebijakannya tanpa mempertimbangkan
banyak hal. Kebijakan seakan-akan dibuat tetapi jika diprotes dan tidak bisa
mempertanggungjawabkan, kemudian hal yang dilakukan adalah menghapus lalu membuat
kebijakan baru. Pemerintah harus transparan dalam mengambil keputusan dan menjalankan
program. Rakyat berhak tahu bagaimana anggaran digunakan dan apa dampaknya.
Akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan
mereka.

Rakyat harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan aktif
masyarakat dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan dan aspirasi warganya.
Konsultasi publik, forum partisipatif, dan mekanisme feedback harus didorong. Pemerintah
harus memastikan bahwa kebijakan tidak memberatkan rakyat kecil. Ini termasuk menghindari
kenaikan harga bahan bakar dan listrik yang berlebihan. Subsidi yang tepat sasaran dan
perlindungan bagi kelompok rentan harus menjadi prioritas. Pemerintah harus mencari
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keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kebijakan yang hanya
menguntungkan sektor tertentu tanpa memperhatikan dampak sosial harus dihindari.

KESIMPULAN

Pemerintah dan rakyat adalah 2 (dua) komponen dalam pendirian suatu negara. Tujuan
negera melindungi rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Hal itu hanya bisa
dilakukan jika ada pola hubungan ideal antara pemerintah dan rakyatnya. Pemerintah bisa
maksimal menjalankan pemerintahan jika melakukan menjalankan asas-asas pemerintahan
yang baik dan melibatkan rakyat dalam pengambilan kebijakan. Pemerintah harus
mengembangkan kebijakan berdasarkan riset yang dapat dipertanggungjawabkan untuk
menghindari kesan kebijakan yang serampangan. Transparansi dalam pengambilan keputusan
dan pelaksanaan program sangat penting, sehingga rakyat dapat mengetahui penggunaan
anggaran dan dampaknya. Akuntabilitas memastikan pemerintah bertanggung jawab atas
kebijakan dan tindakannya. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan, melalui konsultasi publik, forum partisipatif, dan mekanisme umpan balik,
membantu pemerintah memahami kebutuhan dan aspirasi warga. Kebijakan harus dirancang
agar tidak memberatkan rakyat kecil, menghindari kenaikan harga bahan bakar dan listrik
yang berlebihan, serta menyediakan subsidi yang tepat sasaran dan perlindungan bagi
kelompok rentan. Pemerintah harus menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan
kesejahteraan sosial, menghindari kebijakan yang hanya menguntungkan sektor tertentu tanpa
memperhatikan dampak sosial. Langkah-langkah kongrit harus dilakukan antara lain
membuat kebijakan yang populis dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Caranya
meningkatkan masyarakat dalam pola hubungan partisipatif selain harus ada penegakkan
hukum yang nyata agar keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bisa terjadi sesuai tujuan
negara.
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